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Abstract
Political parties are the most important consensus in a country that applies a democratic system. The presence of political parties is considered as the main access link between the government and the community which is also a tool to provide life expectancy to the community. But with the competition between political parties and parts in order to have further existence, the presence of political parties must have a strong and rooted institutionalization of organizations. This article explains the process of building the institutionalization of the Persatuan Indonesia Party in the context of new political parties. A finding in this study is that the institutionalization of the Persatuan Indonesia Party is still weak.
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PENDAHULUAN
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pembangunan pelembagaan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebagai partai politik baru di Indonesia. Pembangunan pelembagaan yang baik pada partai politik baru dalam rangka membesarkan organisasi partai politik merupakan langkah yang penting karena akan berpengaruh terhadap keberlangsungan eksistensi dan perjuangan partai dan kemudian cukup signifikan terkait berlangsunganya kerja-kerja politik yang dilakukan.
Tumbangnya orde baru tahun 1998 dan berganti menjadi era reformasi menghasilkan sistem demokratisasi jauh lebih baik bagi bangsa Indonesia. Hal ini didasarkan dengan dibebaskannya masyarakat Indonesia untuk mendirikan sebuah organisasi atau partai politik. Fenomena ini merupakan sebuah gejala yang sangat menarik dilihat, banyak yang mengatakan ini merupakan euforia politik dan ada juga yang mengatakan ini merupakan kesempatan untuk membuktikan bahwa lahirnya berbagai organisasi dan partai politik merupakan langkah baru dan harapan baru dalam sistem politik di Indonesia (Firmanzah : 2008). 
Dalam konteks partai politik kemudian memunculkan beragam jumlah partai politik sesuai dengan alat kepentingan masing-masing. Data Kemenkumham menunjukkan, jumlah partai politik yang terdaftar di Kemenkumham sebanyak 73 partai. Kemudian pemilihan umum di Indonesia pun telah berlangsung sebanyak 4 kali dengan terakhir tahun 2014 silam. 
Namun, pasca reformasi digulirkan, di sisi lain kelembagaan sistem tata negara Indonesia kemudian menginjak fase baru. Pertumbuhan partai politik yang meningkat, coba diredam dengan serangkaian peraturan dan syarat yang ketat dalam sebuah undang-undang partai politik dan pemilu.  

Hal ini didasarkan adanya keinginan untuk menciptakan sistem presidensial yang stabil dan efektif dengan meminimalisir kegaduhan pada tata kelola pemerintahan. Dengan demikian fase baru tersebut memunculkan keharusan sebuah kompetisi antar partai politik untuk mampu terpilih dan menduduki kursi pada lembaga legislatif. 
Lantas banyak ahli kemudian menentukan indikator-indikator eksistensi pada partai politik secara berurutan. Pertama yaitu Partai politik memiliki akta notaris. Kedua, partai politik memiliki badan hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ketiga, Partai politik mampu lolos administrasi secara administratif dan faktual untuk ikut serta pada kontestasi pemilihan umum. Keempat, Partai Politik harus mampu masuk dalam perwakilan di Parlemen. Kelima, Partai politik secara berkala terus masuk dalam perwakilan parlemen pada saat kontestasi pemilihan umum yang dilakukan 5 tahun sekali. 
Dengan merujuk indikator-indikator tersebut terdapat tantangan yang sangat berat terhadap partai politik terutama partai politik baru untuk mampu dianggap survive dan mampu berkontestasi dengan partai politik lainnya. Oleh karena itu keberadaan kelembagaan sebuah partai politik harus mampu mencancapkan daya eksistensi yang kuat bagi partai politik untuk terus hadir dan bersaing dengan partai politik lainnya. Ini kemudian era reformasi dianggap menghadirkan sebuah pasar politik. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai partai politik baru dengan platform dan ideologi yang berbeda. Disini strategi dalam mempertahankan eksistensi partai politik merupakan titik penting dalam pengeloaan dan pengembangan partai politik. Partai politik diharapkan tidak sekedar numpang lewat dalam pemilihan umum atau justru tenggelam sebelum berlaga. Oleh karena itu pembentukan dan penguatan kelembagaan partai politik merupakan hal utama dan syarat kunci untuk dijadikan perhatian dalam rangka membentuk partai politik yang lebih demokratis dan eksistensi partai politik terus berlanjut. Kemudian lebih jauh, hal ini juga merupakan langkah-langkah untuk menggerakkan kerja-kerja politik partai karena tentu keberadaan partai politik baru harus mampu mengejar ketertinggalan. Dalam hal ini adalah eksistensi partai politik baru yang tertinggal dengan partai yang telah berdiri sebelumnya, memiliki bassis sosial di dalam masyarakat, dan juga telah mengikuti proses Pemilihan Umum.
Pemilihan umum 2019 mendatang akan memunculkan Partai Persatuan Indonesia sebagai kontestan partai politik baru. Partai politik yang lahir pasca pemilihan umum 2014 silam, Dengan ketua umum Hary Tanoesoedibjo dan produk politik yang dihasilkan adalah produk politik kesejahteraan, partai ini menginginkan hadir secara jelas. Dengan demikian, pada prinsipnya pembangunan pelembagaan partai merupakan bagian yang perlu diperhatikan dan hal ini merupakan cara untuk melihat Partai Persatuan Indonesia mampu survive lebih jauh dan dalam rangka mempersiapkan diri pada ajang pemilihan umum.

Uniknya, Partai Persatuan Indonesia merupakan partai politik baru yang sebelumnya merupakan Ormas Persatuan Indonesia. Selain itu, keluarnya Hary Tanoesoedibjo sebagai Ketua Umum partai ketika berada pada partai NasDem dan Hanura merupakan benang merah atas kelahiran Partai Persatuan Indonesia. Di sisi lain yang bertambah menarik adalah kepemilikan media MNC Group yang dimiliki serta kelengkapan struktur pada tingkat pusat hingga daerah dalam kurun waktu 2 tahun menjadi barometer keseriusan pada Partai Persatuan Indonesia.
LANDASAN TEORI
Partai Politik
Dalam kehidupan perpolitikan, partai politik merupakan sebuah wadah bagi masyarakat untuk berorganisasi yang sangat vital keberadaannya. Dimana dengan berorganisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Di samping itu, keberadaan partai politik merupakan salah satu indikator bahwa suatu negara telah menerapkan sistem demokrasi, kemudian lebih lanjut, keberadaan partai politik merupakan wadah bagi masyarakat untuk mengontrol roda pemerintahan suatu negara yang tengah berlangsung. 

Sigmund Neumann mendefinisikan partai politik dengan pengertian, organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Lebih lanjut lagi, Neumann mengungkapkan bahwa partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. Dengan demikian Neumann menekankan partai politik pada akar ideologis yang disepakati (Richard S. Katz and William Crotty : 2014).

Sementara itu Carl J. Friedrich memberikan definisi bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta materiil. Dari definisi ini, partai politik ditekankan sebagai alat untuk memperoleh akses ke jabatan pemerintahan.

Dengan demikian partai politik memainkan peran yang unik dan penting dalam sistem pemerintahan demokrasi. Partai politik memungkinkan warga untuk berpartisipasi secara padu dalam sistem pemerintahan yang memungkinkan terpilihnya sejumlah besar jabatan publik. Mereka menyatukan kelompok-kelompok yang beragam dan tercerai-berai sebagai satu kekuatan terpadu, menjadi penghubung yang diperlukan antara cabang-cabang dan tingkat-tingkat pemerintahan yang berbeda-beda, dan menjamin kesinambungan yang berlangsung melebihi masa jabatan. Partai politik juga memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi aktif dalam politik, menuntut politisi bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan mendorong debat dan diskusi tentang isu-isu penting.

Mengenai fungsi yang dimiliki, Partai Politik sebagai organisasi memiliki fungsi yaitu :
1. Sebagai sarana komunikasi politik, yaitu di satu pihak partai politik memiliki kewajiban merumuskan kepentingan dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan dari masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan  kepada pemerintah, sedangkan di pihak lain partai politik juga berfungsi untuk menjelaskan dan menyebarluaskan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas kemudian partai politik bisa dikatakan merupakan sebuah jembatan atau penghubung antara yang memerintah dan diperintah.

2. Sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Dengan sosialisasi politik tersebut, partai politik ini yang akhirnya menentukan sikap politik seseorang.

3. Sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu suatu proses dimana partai politik mencari anggota baru dan mengajak sebanyak-banyaknya orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pimpinan partai atau pemimpin bangsa.

4. Sebagai sarana pengatur konflik, yaitu dengan memakai sistem demokrasi segala perbedaan yang berada di tengah masyarakat yang memiliki keanekaragam budaya dan saling terbuka antara satu dengan lainnya akan selalu ada, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah konflik di tengah masyarakat, disinilah peran partai politik yaitu sebagai wadah yang berfungsi untuk mengatasi konflik tersebut, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa agar konflik tersebut dapat ditekan seminimal mungkin (Fadjar Mukhtie : 2012).
Pelembagaan Partai Politik
Kemudian kerangka teori dalam penelitian ini kemudian dikerucutkan kembali pada sebuah teoritik yang lebih spesifik untuk menganalisis pembangunan pelembagaan Partai Persatuan Indonesia yakni dengan pelembagaan partai politik dari Vicky Randall dan Lars Svasand yang terkandung dua askpek, yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural yang menghasilkan  4 (empat) parameter unit analisis, yaitu :
Tabel : Dimensi Kepartaian
	Dimensi Kepartaian
	Internal
	Eksternal

	Struktural
	Kesisteman
	Otonomi Keputusan

	Kultural
	Identitas Nilai
	Citra pada publik


Pertama, derajat kesisteman (sistemness) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural. Yang dimaksud dengan kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART partai politik. Tingkatan kesisteman suatu partai bervariasi menurut: (a) asal-usul partai politik, yaitu apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah; (b) siapakah yang lebih menentukan dalam partai, seorang pemimpin partai yang disegani ataukah pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh organisasi sebagai suatu kesatuan; (c) siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan, faksi-faksi dalam partai ataukah partai secara keseluruhan; dan (d) bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, yaitu apakah dengan klientelisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) ataukah menurut konstitusi partai (AD/ART).

Kedua, dimensi identitas nilai (value infusion) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural. Identitas nilai ini berkaitan dengan identitas partai politik berdasarkan basis sosial pendukungnya, dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan yang diperjuangkan partai politik tersebut. Oleh karena itu tingkat identitas nilai suatu partai politik berkaitan dengan (a) hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (popular bases), yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung oleh kelompok populis tertentu, seperti buruh, petani, kalangan masyarakat tertentu, komunitas agama tertentu, komunitas kelompok etnik tertentu, dan (b) pengaruh klientelisme dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan anggota cenderung bersifat instrumentalis (anggota selalu mengharapkan tangible resources berupa materi dari partai) ataukah lebih bersifat ideologis (anggota mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideology partai). Partai politik yang mempunyai basis sosial pendukung yang spesifik niscaya akan memiliki identitas nilai yang jelas.

Ketiga, dimensi otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (decisional autonomy) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural. Tingkat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar) dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat): (a) apakah partai tergantung kepada aktor luar tersebut ataukah hubungan itu bersifat saling tergantung (interdependen), dan (b) apakah keputusan partai ditentukan oleh aktor luar ataukah hubungan itu berupa jaringan (linkage) yang memberi dukungan kepada partai.

Keempat, dimensi pengetahuan atau citra publik (reification) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural. Tingkat pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pada pernyataan apakah keberadaan partai politik tersebut telah tertanam pada imajinasi publik. Bila keberadaan partai politik tertentu telah tertanam pada imajinasi publik, maka pihak lain baik para individu maupun lembaga akan menyesuaikan aspirasi dan harapan ataupun sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut. Tingkat pengetahuan publik ini merupakan fungsi yang terus bergulir dan akan terlihat efeknya dengan bergulirnya waktu dan kiprah partai tersebut.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik snowball yakni dengan mewawancarai tokoh-tokoh yang berperan dalam proses pembangunan pelembagaan pada awal pembentukan Partai Persatuan Indonesia serta studi terhadap data-data sekunder yang berasal dari berbagai referensi seperti dokumen partai, serta penelusuran situs-situs yang memuat hasil riset yang menjadi objek kajian.
HASIL DAN PEMBAHASAN Pelembagaan Partai Persatuan Indonesia

Penelitian ini mengkaji tentang pembangunan pelembagaan Partai Persatuan Indonesia dalam konteks partai politik baru. Dirasa sangat penting karena jika dihitung mundur, Partai Persatuan Indonesia yang lahir pada tahun 2014 dengan bergabung pada Partai Indonesia Sejahtera atau disingkat PIS kemudian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun telah memiliki struktur kepengurusan yang lengkap pada tingkat pusat hingga daerah dan mentargetkan penyelesaian serangkaian struktur hingga level TPS dengan jumlah total TPS sekitar 600 ribu di seluruh Indonesia. Selain itu, kepemilikan media MNC Group dijadikan alat sebagai media kampanye politik berbassis media yang mampu menjangkau keseluruhan segmen-segmen lapisan masyarakat.
Proses pembangunan pelembagaan pada Partai Persatuan Indonesia di desain untuk pelaksanaan kerja-kerja politik dan untuk mempermudah langkah partai untuk menjangkau masyarakat. Oleh karena itu di dalam pembangunan awal pada pelembagaan partai, Partai Persatuan Indonesia memfokuskan pada pembentukan struktur kepengurusan pada tingkatan pusat hingga daerah dan pelaksanaan kebijakan kerja politik partai.
Mekanisme Pembentukan Struktur Partai Persatuan Indonesia

Partai Persatuan Indonesia yang merupakan partai politik baru, sangat sadar terkait proses rekrutmen politik dalam rangka memiliki struktur yang lebih kongkret dan mengakar. Dalam proses pembentukan struktur pada Partai Persatuan Indonesia, dimulai dengan pembentukan Ormas Partai Persatuan Indonesia pada tahun 2013. Kehadiran Ormas di awal mula partai ini berdiri di rancang untuk menciptakan tokoh-tokoh dari beragam latar belakang yang kemudian bahu membahu untuk membesarkan ormas persatuan Indonesia terlebih dahulu. Secara singkat, setelah Ormas Persatuan Indonesia di transformasikan dalam wujud yang baru yakni sebuah partai Persatuan Indonesia, tokoh-tokoh dalam ormas tersebut lalu menjabat di dalam struktur partai. 

Di samping itu, di tambahkan dalam distribusi tokoh-tokoh yang duduk pada struktur pimpinan Partai Persatuan Indonesia dan anggota-anggota yang bergabung dengan Partai Persatuan Indonesia dihuni variasi tokoh-tokoh dari berbagai macam partai politik dan secara mayoritas merupakan simpul-simpul atau loyalis daripada Hary Tanoesoedibjo saat berada pada Partai NasDem dan Hanura. Tokoh-tokoh lainnya tersebut yakni berasal dari Partai Golkar, PDS (Partai Damai Sejahtera), Partai Indonesia Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP). Selain itu juga terdapat tokoh-tokoh kalangan muda yang belum pernah bergabung dengan partai politik manapun. 

Partai Persatuan Indonesia melakukan mekanisme semacam ini, di satu sisi merupakan cara dalam rangka mempercepat pembangunan struktur partai dari Pusat hingga daerah. Namun disisi lain, pemilihan tokoh-tokoh yang cenderung merupakan simpul-simpul Hary Tanosoedibjo pada partai politik sebelumnya dan bukan tokoh baru dilatarbelakangi oleh faktor kesamaan visi dan misi tentang Indonesia Sejahtera yang merupakan produk politik daripada Partai Persatuan Indonesia. Selain itu, hal tersebut ditopang dengan kedekatan hubungan pertemanan yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang sudah lama terjalin dan hubungan emosional mendalam antara Hary Tanoesoedibjo dengan tokoh-tokoh yang dipilih, yakni yang berasal dari jaringan bisnis (MNC Group), latar belakang seperti agama atau etnis yang sama. Dalam mekanisme ini dianggap akan mempermudah dalam rangka mengejar ketertinggalan dengan partai politik lainnya dan untuk menjalin komunikasi politik yang berimplikasi pada kerja-kerja politik Partai Persatuan Indonesia terhadap masyarakat.
Hary Tanoesoedibjo selaku ketua umum, tokoh sentral, dan pemegang otoritas tertinggi dalam Partai memiliki peran yang sangat dominan dalam membentuk struktur kepengurusan Partai Persatuan Indonesia pada tingkat pusat hingga daerah. Pola tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan klientelistik diantara Hary Tanoesoedibjo dengan simpul-simpul pilihannya yang telah terjalin lama dalam bentuk Partai lama, Ormas Perindo, hingga jaringan MNC Group yang dimiliki. Cara tersebut merupakan langkah awal Partai Persatuan Indonesia dalam membentuk pelembagaan dalam konteks partai politik baru.
Partai Persatuan Indonesia

Dalam Anggaran Dasar (AD) terkait perangkat dan struktur partai pada Partai Persatuan Indonesia dijelaskan pada Pasal 16 dan Pasal 17. Pasal 16 menjelaskan tentang perangkat partai. Perangkat Partai tersebut meliputi (1) Majelis Persatuan Partai (2) Mahkamah Partai (3) Dewan Pertimbangan Partai (4) Dewan Pakar Partai (5) Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 17 menjelaskan tentang Struktur Partai. Kelengkapan struktur partai pada Partai Persatuan Indonesia meliputi :

1. Majelis Persatuan Partai sebagai pemegang otoritas tertinggi Partai. 

2. Mahkamah Partai. 

3. Dewan Pertimbangan Partai. 

4. Dewan Pakar Partai. 

5. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai eksekutif partai di tingkat nasional. 

6. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sebagai eksekutif partai di tingkat propinsi.

7. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebagai eksekutif partai di tingkat kabupaten/kota. 

8. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebagai eksekutif partai di tingkat kecamatan. 

9. Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) sebagai eksekutif partai di tingkat kelurahan/desa. 
10. Perwakilan Luar Negeri, sebagai eksekutif partai diluar negeri.

Pada kelengkapan struktur pada Partai Persatuan Indonesia tersebut, Majelis Persatuan Partai merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam struktur partai yang memiliki 5 anggota tetap dan diketuai oleh Hary Tanoesoedibjo yang kemudian merangkap sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia. Dalam hal ini segala macam keputusan yang dikeluarkan Partai Persatuan Indonesia akan diputuskan oleh pimpinan Majelis Persatuan Partai tersebut (Sopyan : 2016). 

Di samping itu, dalam proses pembuatan dan penyusunan gagasan pada Partai Persatuan Indonesia akan dibicarakan dalam internal partai. Hal ini berdasarkan Anggaran Dasar (AD) Pasal 35 Point 1 yang menjelaskan bahwa: pengambilan keputusan dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun pada proses musyawarah dalam urusan yang jauh lebih penting seperti kebijakan politik partai, keputusan koalisi dengan partai lain atau menentukan tokoh dalam mengisi posisi struktur partai pada tingkat pusat dan daerah kemudian akan disampaikan kepada pemegang otoritas struktur paling atas. Dalam hal ini yakni ketua umum atau Majelis Persatuan Partai yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk memutuskan, menyetujui atau membatalkan seluruh kebijakan partai di semua jenjang struktur Partai Persatuan Indonesia” (Rofiq : 2016). 

Dalam fenomena tersebut, di satu sisi mekanisme pengambilan keputusan pada Partai Persatuan Indonesia tetap patuh dan mengikuti derajat kesisteman yakni melalui mekanisme yang tertulis pada AD/ART Partai. AD/ART yang kemudian di desain bagaimana keputusan politik partai diputuskan oleh otoritas tertinggi pada aturan partai merupakan cara dan pola demokrasi pada Partai Persatuan Indonesia dalam memutuskan sebuah kebijakan politik.

Namun di sisi lain, fenomena kultur partai politik di Indonesia seperti itu yang memberikan ruang terhadap “perseorang” seakan-akan memiliki otoritas yang kuat dalam menentukan kebijakan politik dan keberlangsungan hidup sebuah partai politik. Hal tersebut disebabkan karena biaya politik yang sangat mahal di Indonesia yang kemudian memberikan kesempatan kepada seseorang yang memiliki kekuatan kapital/ekonomi untuk menduduki pimpinan pada partai politik. Fenomena tersebut akan memberikan efek negatif terhadap perkembangan sirkulasi elit pada pimpinan sebuah partai politik. Proses kemandegan regenerasi internal pada partai politik akan menyulitkan tokoh-tokoh yang kemudian memiliki kualitas dan kapasitas untuk memiliki jenjang karir yang baik dalam sebuah partai politik.

Lebih jauh dalam hal mengatasi permasalahan tersebut, Peneliti politik LIPI, Prof. Syamsuddin Haris berpandangan dalam solusi yaitu, pertama, mengupayakan secara masif tekanan dan control civil society terhadap partai politik. Kedua, subsidi negara terhadap partai politik harus ditingkatkan secara drastis melalui mekanisme peraturan ketat pada UU khusus terkait proses pendanaan pada partai politik. Ketiga, Revisi UU Partai Politik berkaitan dengan regulasi pembatasan masa jabatan di dalam kepengurusan partai politik (Haris : 2016).

Kemudian di dalam proses pembentukan kepengurusan Partai Persatuan Indonesia dalam rangka penguatan struktur partai dijelaskan bahwa di satu sisi proses pembentukan kepengurusan partai mendasarkan pada Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011 bahwa kepengurusan partai politik harus terbentuk 100% di Tingkat Provinsi seluruh Indonesia, 75% kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota dari jumlah Kabupaten/Kota di setiap Provinsi, 50% kepengurusan tingkat Kecamatan dari jumlah Kecamatan di setiap Kabupaten/Kota dengan masing-masing tingkatan struktur menempatkan keterwakilan perempuan sebanyak 30 %. Namun di sisi lain dalam rangka pengamanan verifikasi KPU peserta Pemilu 2019 dan langkah antisipasi terhadap undang undang partai politik baru maka Partai Persatuan Indonesia akan menyiapkan pembentukan kepengurusan sebanyak 100% di tingkat Provinsi, 100% di tingkat Kabupaten/Kota dan 100% di tingkat Kecamatan dengan masing-masing tingkatan struktur menempatkan keterwakilan perempuan sebanyak 30 %. 

Namun disini dapat dilihat bahwa sebagai partai politik baru, Partai Persatuan Indonesia dirasa belum memiliki rool model yang kuat untuk menggambarkan ciri khas Partai Persatuan Indonesia. Dalam konteks tersebut Partai Persatuan Indonesia belum memiliki positioning yang jelas sebagai upaya memantapkan kelembagaan struktur partai di berbagai daerah. Hal ini didasarkan Partai Persatuan Indonesia yang masih terus berupaya melengkapi struktur partai hingga akar rumput dan dalam konteks fokus memiliki dukungan loyal pada masyarakat, Partai Persatuan Indonesia belum memiliki dan terus mencari positioning yang jelas. Oleh karena itu perlu adanya kerja-kerja politik yang massif dari berbagai tingkatan struktur kepengurusan yang ada guna memberikan peluang eksistensi yang kuat pada Partai Persatuan Indonesia di tengah fragmentasi kekuatan partai politik nasional.
Kebijakan Politik Partai Persatuan Indonesia

Langkah kerja Partai Persatuan Indonesia kemudian yaitu merumuskan dan melaksanakan program kebijakan kerja politik yang diarahkan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, beragam kerja politik tersebut yaitu diantaranya: pertama,  kampanye berbasis media. Cara kampanye berbassis media dengan memanfaatkan dukungan jaringan media MNC Group, baik media cetak dan elektronik difungsikan untuk proses memantabkan pembentukan image politik, baik pembentukan image partai politik maupun pembentukan image ketokohan pada diri Hary Tanoesoedibjo dan hal ini dirasa merupakan variabel yang sangat penting dalam proses pembentukan image kepada masyarakat. 
Kampanye politik berbasis media merupakan instrumen penting yang dilakukan Partai Persatuan Indonesia sebagai strategi dalam mendistribusikan pesan-pesan politik yang bersifat normatif, artinya hanya sekedar memperkenalkan partai dan produk politik kesejahteraan dan cara untuk menjangkau seluruh segmentasi masyarakat. Namun disisi lain, kampanye berbassis media dengan menampilkan iklan politik yang diusung secara umum dirasa akan mampu meningkatkan awareness dan popularitas publik terhadap apa yang diiklankan. Kemudian dengan ditopang dengan kerja politik yang kongkrit di tengah masyarakat dengan berbagai program kerja yang dilakukan, cara dan strategi ini dirasa mampu membius dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Partai Persatuan Indonesia.
Berikut skema sistem kampanye berbassis media yang dilakukan Partai Persatuan Indonesia dalam rangka menjangkau segmen-segmen pada masyarakat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia :
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Gambar : Infrastruktur Sistem
Dalam skema tersebut menjelaskan bahwa dalam proses kampanye politik berbassis media online maupun cetak yang dilakukan Partai Persatuan Indonesia akan berporos pada server MNC Tower yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Keunggulan kepemilikan media MNC tersebut digunakan untuk mensosialisasikan dan mengontrol munculnya berbagai macam berita terkait program kerja politik partai yang dilakukan dari struktur atau tingkat Pusat hingga tingkat Cabang (Kecamatan) yang dimunculkan di tengah masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari proses pembentukan persepsi positif publik secara luas terhadap Partai Persatuan Indonesia.
Kedua, pelaksanaan program kerja berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Program kerja atau kebijakan politik yang mengorientasikan pada kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang menjadi fokus kerja politik Partai Persatuan Indonesia. Hal ini juga berkaitan dalam rangka menancapkan pengetahuan baru terkait identitas nilai yang dibawa Partai Persatuan Indonesia kepada masyarakat. Wacana terkait produk politik kesejahteraan yang dijadikan isu politik merupakan cara untuk menegaskan kepentingan politik Partai Persatuan Indonesia sebagai partai yang peduli terhadap kondisi sosial di tengah masyarakat, yang kemudian berimplikasi pada persepsi baik masyarakat terhadap Partai Persatuan Indonesia.

Secara kongkret, sejak dideklarasikan hingga sekarang Partai Persatuan Indonesia terus menawarkan isu kesejahteraan sebagai produk politik yang dikampanyekan kepada masyarakat. Hal ini ditopang dengan kerja politik yang dirumuskan pada sebuah program aksi besar partai. Dalam program kerja tersebut, Partai Persatuan Indonesia telah bersikap untuk memberikan program aksi yang dapat menyentuh masyarakat. 

Program aksi yang telah dirumuskan oleh Partai Persatuan Indonesia yakni, Pertama, desa perubahan. Hingga hari ini, Partai Persatuan Indonesia telah membangun desa sejahtera guna membangun desa-desa yang mampu bangkit dari keterbelekangannya. Kedua, pemberian 100 ribu gerobak gratis bagi usaha UMKM pada masyarakat. Ketiga, bantuan pada sektor pertanian, yakni pemberian unit-unit tractor. Keempat, Pemakaian mobil bantu ambulance kepada masyarakat. Kelima, program pembuatan turnament futsal Perindo Cup skala nasional yang bertujuan mengangkat aspirasi generasi muda dan meningkatkan kepercayaan generasi muda terhadap Partai Persatuan Indonesia. Keenam, program warung sejahtera dan program-program politik lainnya. Hal ini sesuai dengan produk politik Partai Persatuan Indonesia yaitu program kerja politik yang berpihak pada masyarakat kecil atau politik kesejahteraan.
Ketiga, rekrutmen anggota pada Partai Persatuan Indonesia. Rekrutmen anggota merupakan bagian terpenting dalam proses keberlangsungan partai politik karena bagian daripada pencarian tokoh-tokoh daerah yang kuat secara kapasitas sosial, ekonomi dan basis sosial masyarakat serta kepemilikan anggota merupakan sebuah instrumen dalam menggerakkan organisasi partai politik dan proses rekrutmen anggota merupakan salah satu bagian yang penting dalam menggerakkan kerja-kerja politik yang dilakukan. Di samping itu proses rekrutmen politik merupakan bagian dari usaha partai politik dalam rangka menjamin kontinuitas dan kelestarian daripada partai politik itu sendiri.
Dalam proses perekrutan anggota, Partai Persatuan Indonesia mengacu pada Garis Besar Perjuangan Partai yang dirumuskan, dalam hal ini yakni pada jati diri partai. Partai Persatuan Indonesia merumuskan perpaduan karakteristik antara partai massa dan partai kader. Menurut penulis hal ini dikarenakan pengaruh aspek sejarah kelahiran Partai Persatuan Indonesia yang berdiri dari mayoritas tokoh-tokoh yang telah bergabung dengan partai politik sebelumnya yang merupakan simpul-simpul loyalis daripada Hary Tanoesoedibjo. Selain itu, Partai Persatuan Indonesia juga mengacu pada jumlah keanggotaan partai politik dalam UU No. 02 Tahun 2011 yaitu 1000 anggota atau 1/1000 anggota dari jumlah penduduk dari setiap Kabupaten/Kota. 
Namun untuk mengantisipasi perubahan UU partai politik tersebut, Partai Persatuan Indonesia merumuskan bahwa jumlah anggota yang harus dimiliki Partai Persatuan Indonesia sesuai dengan anggaran rumah tangga (ART) yaitu dalam rinciannya mengacu pada kondisi populasi masyarakat Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk di atas 1 Juta, Partai Persatuan Indonesia mentargetkan sekurang-kurangnya anggota yang dimiliki berjumlah 2000 – 3000 anggota dan Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah populasi kurang dari 1 Juta, Partai Persatuan Indonesia mentargetkan sekurang-kurangnya anggota yang dimiliki berjumlah 1000 – 15000 anggota. Dengan demikian target kepemilikan anggota selama 5 tahun berkisar 5 (lima) juta kader di seluruh Indonesia.

Kemudian di dalam proses pembinaan anggota yang dimiliki, Partai Persatuan Indonesia merumuskan pada sebuah consensus pembinaan yang terstruktur. Hal ini bertujuan untuk menciptakan anggota yang militan dan loyal terhadap Partai Persatuan Indonesia. Dalam rumusan consensus tersebut, dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) merumuskan bahwa seluruh anggota partai yang telah dimiliki akan dibina sesuai dengan tingkatan / kedudukan mereka. 
Dalam hal ini ialah untuk di tingkat pusat terdapat LKP (Latihan Kader Paripurna), di tingkat wilayah atau Provinsi terdapat LKM (Latihan Kader Madya), di tingkat daerah atau Kabupaten/Kota terdapat LKD (Latihan Kader Daerah), di tingkat kecamatan sampai desa, terdapat MENATA (Masa pengenalan Anggota). Di samping itu, didalam pelatihan tersebut juga diisi dengan materi atau program utama yaitu program ke-HT an. Program tersebut dianggap penting karena merupakan bagian dalam rangka memantabkan internalisasi dan bentuk loyal terhadap pimpinan partai dalam hal ini yakni sosok Hary Tanoesoedibjo.

Di samping itu untuk menunjang simpul-simpul anggota tersebut, Partai Persatuan Indonesia menciptakan sayap-sayap partai yang bertujuan untuk sumber-sumber rekrutmen dalam segmen-segmen tertentu. Sayap-sayap partai yang dimiliki contoh diantaranya adalah Sayap Pemuda, Sayap Kartini, Sayap Rescue, Sayap LBH. Ditambahkan bahwa sayap-sayap partai yang dimiliki merupakan tempat pengembangan potensi anggota dan hal tersebut sesuai dengan cita-cita partai yang mana dalam penciptaan kaderisasi tersebut adalah bagian dari proses pengabdian terhadap masyarakat. Lebih lanjut, proses rekrutmen anggota pada partai politik merupakan salah satu fungsi dari keberadaan partai politik, dan hal ini telah dilakukan oleh Partai Persatuan Indonesia. Proses rekrutmen anggota dalam tubuh partai politik ini merupakan proses dalam bagian mencari individu-individu yang memiliki jiwa kebangsaan dan yang paling penting adalah menyeleksi calon-calon pemimpin bangsa dan negara.
Keempat, memperhatikan kualitas calon legislatif. Memperhatikan dan menyeleksi kualitas calon legislatif adalah bagian dari upaya pemenangan Partai Persatuan Indonesia dalam kontestasi pemilihan umum mendatang. Kualitas calon legislatif yang kredibel dan berorientasi kepada kebangsaan adalah tolak ukur partai dalam memilah dan memilih calon legislatif yang akan diterjunkan dalam kontestasi pemilihan umum mendatang. Dalam rangka menunjang kualitas calon legislatif tersebut, Partai Persatuan Indonesia memiliki acuan kerja dalam format struktur yang baku yang tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) yang kemudian harus diikuti oleh siapapun calon legislatif yang ikut serta dalam konestasi pada pemilhan umum. Hal tersebut diantaranya yakni TOT tingkat Nasional, TOT tingkat Provinsi, TOT tingkat Kabupaten/Kota. 
Kelima, sosialisasi produk partai. Menurut Niffenger dalam Firmanzah, produk partai mencakup tiga kategori yakni, (1) Platform Partai (2) Catatan tentang hal-hal dimasa lalu (3) Ciri-ciri pribadi partai (Firmanzah : 2008). Terkait ciri-ciri pribadi dari partai persatuan Indonesia, partai ini mengusung produk politik yang berfokus dan berorientasi pada politik kesejahteraan. 
Dengan demikian, dapat dilihat dalam rangka mematangkan kelembagaan dan keberlangsungan Partai Persatuan Indonesia dan merupakan bagian dari terjalinnya hubungan antara Partai Persatuan Indonesia masyarakat secara terus menerus, di satu sisi segala aktifitas kerja-kerja politik yang dilakukan difokuskan pada kemantaban pada segi kohesi sosial di tengah masyarakat dengan berbagai macam program kerja yang dimunculkan. Disamping itu kohesi sosial yang dibangun tersebut merupakan sebuah agenda yang merupakan bagian dari sosialisasi partai pada keunggulan-keunggulan yang dimiliki Partai Persatuan Indonesia. 
Hal ini sangat penting guna Partai Persatuan Indonesia dapat dikenal secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia. Di sisi lain Partai Persatuan Indonesia juga berusaha mematangkan kohesi politik. Kohesi politik tersebut dibangun dalam rangka memantabkan kekuatan dan kesolidan pada struktur jaringan pada internal partai itu sendiri. Namun disisi lain kekosongan tokoh politik yang memiliki pengaruh cukup besar di daerah, belum jelasnya sisi dukungan loyal terhadap partai meskipun penambahan anggota terus diupayakan dan cenderung mengandalkan sosok sentral Hary Tanosoedibjo sebagai identitas partai dirasa sangat kurang dalam rangka memantapkan kohesi sosial tersebut.
Kemudian berkaitan dengan eksistensi Partai Persatuan Indonesia, Pengamat politik, Gun-gun Heryanto mengatakan bahwa pada dasarnya partai politik tidak cukup hanya sekedar mengandalkan political image. Namun partai politik juga harus mampu membentuk positioning dalam rangka menancapkan eksistensi di tengah fragmentasi kekuatan politik nasional. Setelah itu Partai Persatuan Indonesia harus mampu melakukan political branding semassif mungkin, dan kemudian melakukan pembentukan basis-basis massa kongkrit. Hal tersebut sangat penting dalam rangka memiliki kantong-kantong pemilih berdasarkan aspek sosial dan politik yang ditujukan pada kontestasi pemilihan umum.
Senada dengan argumen diatas, Prof. Syamsuddin Haris mengatakan bahwa untuk merealisasikan sebuah target, partai politik harus mampu memiliki daya eksistensi lebih jauh, partai politik baru harus memiliki kekuatan infrastruktur yang kuat dan solid. Kepengurusan yang dimaksud merupakan kepengurusan yang sungguh-sungguh yakni tokoh-tokoh politik yang memiliki basis kuat ke masyarakat bukan justru kepengurusan abal-abal yakni kepengurusan yang hanya sekedar mengisi struktur partai tanpa adanya kemampuan untuk menjalankan tujuan-tujuan yang ingin dicapai atau justru mereka-mereka yang sangat mudah dibujuk dengan kekuatan finansial. 
Kemudian Prof. Syamsuddin Haris menambahkan bahwa tokoh yang berada dalam partai harus mampu menjalankan visi, misi, perjuangan partai tersebut untuk menumbuhkan mesin partai yang loyal dan nyata. Bentuk loyal tersebut bisa berupa bentuk loyal terhadap ide dan perjuangan partai itu sendiri bukan hanya bentuk loyal terhadap pimpinan partai semata. Lebih dalam Prof. Syamsuddin Haris menambahkan hal ini karena pada dasarnya partai politik merupakan organisasi yang difungsikan sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintahan. Oleh karena itu partai politik harus mampu menawarkan sesuatu yang nyata dan berpihak pada masyarakat dengan berbagai macam program kerja yang bermanfaat untuk masyarakat.
KESIMPULAN
Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil kajian terkait pembangunan pelembagaan Partai Persatuan Indonesia sebagai partai politik baru di Indonesia antara lain, yaitu :
1. Dalam konteks derajat kesisteman pada Partai Persatuan Indonesia masih berada pada derajat yang rendah. Hal ini didasarkan segala kebijakan partai baik dalam menentukan tokoh-tokoh yang mengisi struktur partai pada tingkat pusat dan daerah, hingga kebijakan kerja politik partai, yang mana dalam keputusan akhir sangat ditentukan oleh Hary Tanoesoedibjo selaku ketua umum partai. Proses musyawarah dalam internal partai dianggap hanya sebagai proses normatif belaka, karena apapun keputusan pada tahap akhir akan diputuskan oleh ketua umum sekaligus pemegang otoritas kedudukan tertinggi dalam Partai Persatuan Indonesia.
2. Derajat identitas nilai Partai Persatuan Indonesia dinilai dalam posisi sedang. Berkaitan dalam konteks ini, usia partai yang tergolong masih muda, dengan terus bekerja mematangkan nilai pada Partai Persatuan Indonesia kepada publik sangat terus diupayakan. Sosialisasi dan pelaksanaan produk politik partai yang mengorientasikan pada produk politik kesejahteraan diharapkan akan membentuk bassis loyal masyarakat kepada partai dan secepat mungkin terbentuk bassis-bassis massa kongkret. Hal ini didasarkan dalam upaya memiliki kantong-kantong pemilih berdasarkan aspek sosial dan politik yang ditujukan pada kontestasi pemilihan umum. 
3. Derajat otonomi Partai Persatuan Indonesia masih berada dalam posisi rendah. Partai Persatuan Indonesia yang mengusung Hary Tanoesoedibjo sebagai identitas partai, terus mencitrakan keduanya pada segmen-segmen tertentu. Dalam hal ini kepemilikan media MNC Group menjadi kekuatan bagi Partai Persatuan Indonesia. Di sisi lain kunjungan kerja Hary Tanoesoedibjo dengan media MNC Group pada tempat-tempat tertentu, seperti universitas, ruang-ruang keagamaan, dan segmen-segmen lainnya merupakan cara untuk membentuk nilai otonomi Hary Tanoesoedibjo dan Partai Persatuan Indonesia mengalami kenaikan dalam rangka persiapan menghadapi pemilihan umum mendatang.
4. Derajat pengetahuan publik terhadap Partai Persatuan Indonesia tergolong tinggi. Hal ini didasarkan tingkat pengetahuan publik terhadap Partai Persatuan Indonesia. Kampanye berbassis media yang dijalankan menjadikan publik mengetahui secara cepat keberadaan Partai Persatuan Indonesia. meskipun pengetahuan publik tidak linear dengan daya minat publik terhadap partai, cara memanfaatkan media sebagai alat kampanye tergolong efektif dalam rangka menciptakan image baik publik terhadap partai dan mengajak orang-orang untuk ikut serta bergabung dengan Partai Persatuan Indonesia.
5. Secara umum, Partai Persatuan Indonesia merupakan partai politik yang masih baru. Hal ini didasarkan dengan pembentukan partai yang terjadi pada tahun 2014 silam dan masih beurmur lebih dari dua (2) tahun. Dengan demikian proses pembangunan pelembagaan partai terus diupayakan dalam rangka menghadapi aktifitas politik dan terutama dalam mempersiapkan diri pada ajang pemilihan umum. Oleh karena itu segala aktivitas partai tentu harus mengupayakan agar Partai Persatuan Indonesia mampu survive dan dalam rangka menancapkan eksistensi di tengah fragmentasi kekuatan politik nasional
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